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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP)
TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala
LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Operasional  Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2),
Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak

yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian,;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala
LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal
41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi terhadap

LPP PBJ;

c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program
Pelatihan dan  Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan
oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu
dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelaksana

Pelatihan;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c¢ di atas, dipandang
perlu  menetapkan  keputusan Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
tentang penetapan status akreditasi Program Pelatihan

dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Ja

sa

Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP)

Tahun 2017.

Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja
Pemerintah;
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